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ABSTRAK

Tenaga kerja memiliki peranan yang penting dalam proses pembangunan
nasional. Setiap proses.produksi dalam suatu perusahaan tidak terlepas dari segala
bahaya resiko kecelakaan maka dari itu perlu.untuk memberikan perlindungan
kesehatan dan-keselamatan kerja bagi pekerja guna mencegah. dan mengurangi
kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut terkait dengan perlindungan terhadap
tenaga kerja outsourcing yang bekerja di PT. Artha Kreasi Utama yang
dialihdayakan ke PT. Transportasiy Gas: Indonesia (TGI/Transgasindo) yang
bergerak ‘di bidang penyaturan ‘gas bumi yang“dalam prakteknya pernah terjadi
kecelakaan kerja disebabkan oleh pekerja dan alat yang-digunakan pekerja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan
perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja outsourcing di PT.
Transportasi Gas Indonesia Regional Office Il Kabupaten Indragiri Hulu serta apa
hambatan dalam memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja di
PT. Transpartasi Gas Indonesia Regional Office Il Kabupaten Indragiri Hulu.

Jenis penelitian ini adalah observation research, yaitu dengan cara survey
langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer dan data sekunder dari
responden dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu kuesioner dan
wawancara. Sedangkan sifatnya yaitu deskriptif dimana penulis mencoba
memberikan gambaran secara rinci mengenai pelaksanaan perlindungan kesehatan
dan keselamatan kerja.

Hasil yang di peroleh dari penelitian ini menyatakan mengenai
pelaksanaan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja
outsourcing di "PT. Transportasi Gas Indonesia (TGl/Transgasindo) belum
terlaksana dengan baik adapun yang menjadi kendala atau faktor penghambat
dalam pelaksanaan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yaitu karena
kurangnya kesadaran pekerja untuk menggunakan-alat pelindung diri, kurangnya
pengawasan yang dilakukan oleh _pegawai.pengawas ketenagakerjaan dan sanksi
yang diberikan oleh perusahaan belum tegas sehingga tidak memberikan efek jera
bagi pekerja.

Kata kunci : Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Outsourcing.



ABSTRACT

Manpower has an important role in the national development process.
Every production process in a company is inseparable from all the dangers of
accident risk and<therefore ituis. necessary.to provide occupational health and
safety protection for. workers to prevent and reduce work accidents. The
protection is related to the protection of outsourced workers who work at PT.
Artha Kreasi Utama, outsourced to PT. Transportation of Indonesian Gas (TGl /
Transgasindo) which is .engaged in the distribution of natural*gas, which in
practice has.occurred due to work accidents caused by-workers and tools used by
workers.

This study aims to determine how the implementation of occupational
health and safety protection for outsourcing workers at PT. Indonesian Gas
Transportation Regional Office Il Indragiri Hulu Regency and what are the
obstacles in providing work health and safety protection at PT. Indonesian Gas
Transportation Regional Office 11, Indragiri Hulu'Regency.

This type of research is observation research, namely by direct survey to
the field to obtain primary data and secondary data from respondents using data
collection toolsnamely questionnaires and interviews. While its nature is
descriptive where the author Liries; to, give.'a detailed description of the
implementation of occupational health and safety protection.

The results obtained from this study stated that the implementation of
occupational health. and safety protection for outsourced workers in PT.
Indonesian Gas Transpertation (TGI / Transgasinde) has not been implemented
well as for the obstacles or inhibiting factors in the implementation of
occupational health and safety protection that is due to lack of awareness of
workers to use personal protective equipment, lack of supervision carried out by
labor inspectors and sanctions provided by the company has not been firm so that
it does not provide a deterrent effect for workers.

Keywords: Occupational Safety and Health, Outsourcing.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bidang pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang
ketenagakerjaan. Amanah Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.?

! Lidia Febrianti, Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan, Uir Law Review, Vol. 01 Nomor 01, 2017, him 83.
? pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
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Tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan terdapat dalam Pasal 4

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yakni:

yang nantinya
kemampuannya.®

Hubungan yang terjalin antara pengusaha dan pekerja ini di sebut dengan
hubungan kerja. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan “Hubungan kerja adalah hubungan antara

pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang memuat unsur

* Pasal 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.
* Thamrin S, Penegak HAM Tenaga Kerja Indonesia, Alaf Riau Publishing, Pekanbaru, 2018, him
12.

> A. Ridwan Halim, Sari Hukum Perburuhan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, him 3.
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pekerjaan, upah dan perintah”.® Sedangkan menurut Pasal 1 angka 14 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan “Perjanjian adalah

Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang

Tidakdaj gk ahwa s ar ba a yang berdiri di

indonesia eroan atas. H i . mengherankan
karena terdapa a ebihan dari bentul a, antara lain dari
pada pemegang sah: ¢ pengawasan yang

jelas.®

Alasan pengusaha tidak efisiennya pekerja tetap adalah pengusaha harus

memikirkan hal- hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan misalnya tunjangan

® pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

" Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

8 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, him 42.
® Rosyidi Hamzah, Badan Hukum Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Tunggal Dalam
Pendirian Bank Indonesia, Jurnal Mahkamah Vol.7 No.1, 2015 Hal 34.

10 Asri Wijayanti, op.cit,. him 48.
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sosial dan juga tidak mudah bagi pengusaha untuk memutuskan hubungan kerja
secara sepihak apabila dikemudian hari ternyata kinerja si pekerja tidak sesuai

dengan yang diharapkan. Hubungan kerja yang didasarkan pada kontrak lebih

direkrut Ketiga ; sourci a.~menjadi solusi

kebutuhan a ma kerjaan teknis.

ketiga untuk me aikan pekerjaan tertentu dari perusahaan
outsourcing

keahlian terte

Namun tentang outsoure ak diterangkan secara jelas dalam
Undang-Undang namun pengaturannya terlihat dalam Pasal 64 Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:
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“Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
sperusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa

pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”.*

ekarang, banyak

[
a
@

HRANAER

k member gaji
dengan ju satu strategi
perusahaan menyerahkan

sebagian p atau penyedia

Utama, perusahaan ini merupakan p aan penyedia jasa tenaga kerja, sumber
daya manusia dan pemborongan yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Dalam
hal ini PT. Artha Kreasi Utama mengalihdayakan pekerjanya ke PT. Transportasi

Gas Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan.

1 pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
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Faktanya pekerja outsourcing lebih banyak menguntungkan perusahaan,
pekerja disini lebih banyak mendapat kerugian hal ini terjadi karena hubungan

kerja yang yang berbentuk kontrak, upah yang sedikit, tidak ada jaminan

WAL LT

a (Perusahaan
outsourcing ansportasi  Gas
Indonesia (F Gas Indonesia

membutuhka k melaksanakan

Aasan

ematuhi aturan

PT. Artha Kreasi Utame Q ' perbur

g g |
“Dalam hal melaksanakan tuga a. Pekerja akan mematuhi ketentuan
kesehatan dan keselamatan kerja yang ada dilokasi kerja PT. Artha Kreasi Utama

dan PT.Transportasi Gas Indonesia”.

Indikasi lemahnya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourcing
dapat dilihat dari berbagai penyimpangan norma kerja atau norma kesehatan dan
keselamatan kerja yang dilakukan oleh pengusaha, penyimpangan tersebut dapat

dilihat sebagai berikut:
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1. Tidak dijelasakan pekerjaan mana yang termasuk dalam kegiatan utama

sehingga sulit untuk membedakan mana kegiatan utama dan mana

kegiatan penunjang dalam perusahaan tersebut.

2.
kegiatan bi
maupun in ’ alui pipa yang
panjangnya ﬂr’ al yang terpusat
pada dua jalt ew Grissik sampal
Duri, dan G

Q"q‘
3
D
=
'S
a
=,
1Yy

Q‘
-.-

yang tidak sehat

debu, benda panas da efek samping yang dapat

QQ‘\\‘;

menimbulkan penyakit yang ancam pekerja seperti gangguan

pernafasan, luka bakar dan lain sebagainya.

Pekerja outsourcing di PT. Transportasi Gas Indonesia dituntut untuk
harus melakukan pekerjaan sebaik mungkin dengan menggunakan peralatan yang

cukup membahayakan apabila bekerja dengan tidak hati-hati.

12 _alu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, him
173.
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Di indonesia, jumlah kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kesalahan
manusia sebesar 85%, kondisi bahaya dari peralatan sebesar 13% dan faktor lain

sebesar 2%. Dari hasil tersebut dapat kita ketahui penyebab utama kecelakaan

menjalankan pe an karna | of: perusahaan,

pemerintah

Dalam upaya .- a kece enyakit akibat kerja
perlindung S ate enis perlindungan

yang pantas diterapkan. an ke 3 k am memberikan

ketahui bahwa sudah adanya aturan yang cukup jelas yang di berikan Undang-
Undang, Namun pada kenyatannya masih banyak aturan tentang keselamatan dan

kesehatan kerja ini tidak terlaksana diperusahaan.

3 7aenal Asikin, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, PT. Raja Grafindo Jakarta, 2014, Him 67.
1 Agusmidah, Hukum ketenagakerjaan Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Him 74.
> Zaeni Asyhadie, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Rajawali Pers, Jakarta,
2007,HIm
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Berdasarkan dengan permasalahan diatas akhirnya penulis terpacu dan
merasa penting melakukan penelitin tentang bagaimana perlindungan kesehatan

dan keselamatan kerja bagi pekerja outsourcing_di PT. Transportasi Gas Indonesia

(TGI) sehingga ndak eliti ¢ dul: Pelaksanaan
Perlind a eselamata : Qutsourcing

di PT. Trans A i {: > Kabupaten

masalah, mé

1. Baga

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan suatu penelitian
sudah pasti ada, demikian juga halnya dengan penelitian ini. Adapun yang

menjadi tujuan dalam penelitian ini yakni:
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a. Mengetahui Pelaksanaan Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan

Kerja Bagi Pekerja Outsourcing di PT. Transportasi Gas Indonesia

(TGI) Regional Office Il Kabupaten Indragiri Hulu.

ing di PT.

Kabupaten

w3

dalam penelitian

-

ini yakni: ;
a. JW pelaksanaan
; : 2rja outsourcing
Transpo Indragiri Hulu
b. berkaitan dengan
c yang berkaitan degan

10
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D. Tinjauan Pustaka
1. Tinjauan mengenai pengertian pekerja

Pada zaman penjajahan belanda dahulu yang di sebut dengan buruh yaitu

adanya se

digantinya

kepada sek

otot.

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Pekerja memiliki hak dasar untuk

menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya deskriminasi.*®

Bilamana bercerita mengenai hak hak asasi manusia berarti juga bercerita

mengenai hak hak asasi pekerja. Hak asasi pekerja adalah hak yang dibawanya

16 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, HIm 19.
' pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
'® pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

11
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sejak lahir yang melekat pada diri pekerja itu sendiri dan jika hak tersebut terlepas

atau terpisah dari diri pekerja maka akan menjadi turun derajat sebagai manusia.*®

Perlindungan pekerja dibagi menjadi 3 jenis:

2. Tinjuan mengenai Kesehata

Masalah kesehatan dan keselamatan kerja sama hal nya dengan kehidupan
manusia. Demikin juga kesehatan kerja dimulai sejak manusia bekerja. Manusia
awalnya mengalami kecelakaan dan dari padanya berkembang pengetahuan untuk

mencegah terulangnya kecelakaan.

19 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, HIm 15.
20 Agusmidah, op.cit,. hllm 61.

12
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Kesehatan kerja merupakan suatu upaya untuk mempertahankan dan
meningkatkan kesehatan mental, fisik dan kesejahteraan sosial pekerja. Selain dari

pada itu juga melindungi pekerja dari bahaya-bahaya yang mungkin terjadi saat

Tentang Keselamatan Kerja

g berhak melakukan pemeriksaan

terhadap kesehatan pekerja adalah dokter yang di tunjuk oleh pimpinan tempat

kerja atau perusahaan dan yang disetujui oleh Departemen Tenaga Kerja”.??

2L |, Meily Kurniawidjaja, Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, HIm
73.

2 Sendjun H. Manulang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, Him

13
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Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 Tentang

Keselamatan Kerja mengatakan bahwa “Pegawai pengawas ialah pegawai teknis

berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang di tunjuk oleh Menteri

d.

>
a
o
5o
c
=
(72}
c

e

D

©oN A~ WNET

Faktor kimia Qq
1. Gas/
el Uy

@
A=Y
3. Debu-debuan “

4. Butiran kristal dan bentuk-bentuk lain

Faktor biologis yang dapat berupa:

1. Bakteri dan virus

2. Jamur, cacing dan serangga

3. Tumbuh-tumbuhan dan lain-lain yang hidup/timbul dalam lingkungan
tempat kerja

Faktor fatal yang dapat berupa:
1. Sikap badan yang tidak baik pada waktu kerja

?* pasal 1 Ayat 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
> pasal 1 Ayat 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerija.

14



Peralatan yang tidak baik atau tidak cocok dengan tenaga kerja
Gerak yang senantiasa berdiri atau duduk

Proses, sikap dan cara kerja yang monoton

Beban kerja yang melampaui batas kemampuan

g wn

e. Faktor psikologis.yang dapat berupa:
1. Kerja.yang terpaksa/dipaksakan yang tidak sesuai.dengan kemampuan
2. Suasana kerja ynag tidak menyenangkan
3. Pikiran yang senantiasa tertekan terutama karena sikap atasan atau
teman kerja yang tidak sesuai
4. Pekerjaan yang cenderung, lébii mudah menimbulkan kecelakaan.
Menurut Pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan mengatakan “Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan
waktu kerja” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 yang meliputi:
a. 7 (tujuh)jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk
6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu

untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan pengusaha juga wajib memberikan waktu istirahat dan cuti
kepada pekerja atau buruh:

a. Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah

bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut
tidak termasuk jam kerja.

b. Istirahat mingguan atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1

(satu) minggu.

2% Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, HIm 107-108
?® pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

15
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c. Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja

atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara

terus menerus).

an dan dilaksanakan

2 (dua) tahun

WAL

masa kerja 6

AL L Y

segenap kegiatan ekonomi seperti pertanian, industri, pertambangan,

perhubungan, pekerjaan umum, jasa, dan lain-lain.?® Sedangkan kesehatan kerja di

*” pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
2% Suma’mur P.K, Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan, Rajawali Pers, Jakarta, 2001,
Him

16
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perusahaan adalah kondisi bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit
yang disebabkan oleh lingkungan kerja.?

Tujuan keselamatan kerja adalah sebagai berikut:

unsur, yaitu:

a. Adanya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomis maupun usaha
sosial.

b. Adanya sumber bahaya.

?° Abdul Rachmad Budiono, Hukum Perburuhan Di Indonesia PT. Raja Grafindo Persada,,
Jakarta, 1997, HIm 227.
% pasal 86 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

17
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c. Adanya tenaga kerja yang bekerja didalamnya, baik terus menerus maupun

hanya sementara.*

Ketenagakerjaan “Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima

upah atau imbalan dalam bentuk lain”.**

*! Sendjun H. Manulang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Rieneka Cipta
Jakarta,1995, him 83.

*2 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2002, him 7.

*3 Cecep Dani Sucipto, loc.cit.

** pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

18
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Tenaga Kerja Outsourcing merupakan pemanfaatan tenaga kerja untuk

memproduksi atau melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan, melalui

perusahaan penyedia atau pengerah tenaga kerja.®

hukum ata

hukum bai pekerja/buruh
dengan me
PT. orta -, DO ) merupakan
melalui pipa

Dilihat dari jenis penelitian ini maka penelitian ini tergolong kepada jenis
penelitian observation reaserch atau lapangan dengan cara survey langsung
kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang didapat dari
responden baik melalui kuesioner maupun wawancara untuk dijadikan data atau

informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini. Sedangkan dari sudut

*> Lalu Husni, op. cit.,him 168.
*® pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
%’ pasal 1 Ayat 6 Huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
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sifatnya penelitian ini tergolong deskriptif yang menggambarkan serta
menerangkan kenyataan yang ada di lapangan secara jelas mengenai Pelaksanaan

Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Outsourcing di PT.

3. Populasi
Popu nakan j ase lari objek pengamatan atau objek

penelitian.®

Responden ditetapkan dengan cara purposive sampling yakni pengambilan
sampel dengan cara sengaja dimana peneliti menentukan kriteria yang ditentukan
sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini. Adapun kriteria yang ditentukan untuk

dijadikan responden dalam penelitian ini adalah tenaga kerja outsourcing yang

*® Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rieneka Cipta, 2010, him 79.

20
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dialihdayakan oleh PT. Artha Kreasi Utama sehingga diharapkan mampu

menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

)
-
r
No. ; esp Keterangan
1. | Dinas 7
g Sensus
Pard
F’
2. 5.
‘; .
Sensus
5
Of
3.
Purposive
Sampling

Sumber : Data olahan lapangan ta

4. Data dan Sumber Data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya.*® Yang
menjadi data primer dalam penelitian ini adalah Dinas Tenaga Kerja

Kebupaten Indragiri Hulu, Pengawas Kesehatan dan Keselamatan Kerja

% Soerjono Soekanto, Pengantar llmu Hukum, Ul Pres, Jakarta, 1984, him 10.
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PT. Transportasi Gas Indonesia (TGI) dan Karyawan PT. Transportasi Gas

Indonesia (TGI) Regional Il yang langsung berhubungan dengan pokok

masalah yang di bahas penulis.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data
qualitatif semua data disusun dan di sajikan secara sistematis. Setelah data didapat
dan dikumpulkan secara lengkap, baik data primer maupun sekunder, lalu data

tersebut diolah dengan cara mengumpulkan data berdasarkan masalah pokok

%0 Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004. HIm30.
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penelitian. Data yang diperoleh melalui pembagian kuesioner penulis sajikan
dalam bentuk tabel kemudian data yang diperoleh dalam bentuk wawancara

penulis sajikan dalam bentuk uraian kalimat.

7. Metode Pe

yakni pe

umum. Da

ECS L E »

‘\\\\\\'@]\

responden

Nomor 13

%
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum ang Hukum Ketenagake

manusia S i 7 - nya sesudah
manusia ap perga : : da_hubungan yang
tak terhinggad r : C ahwa hukum tak

terbatas teta

an di indonesia,
engenai sejarah
perundang-unda ng menyang oerburuhan, di Kan adanya pendapat

masyarakat yang:'m X i o undang-undang

Pada hakikatnya adalah bukan hukum tertulis, sehingga sulit kalau disamakan

dengan undang-undang yang jelas kapan di bentuknya, untuk siapa di

*! Desi Apriani, Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal
llmu Hukum, Vol 5 Nomor 1, 2015, him 2.
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peruntukannya dan siapa yang membentuknya, kapan diubah dan bagaimana

perubahan itu terjadi.*?

Hukum ketenagakerjaan dahulu disebut dengan hukum perburuhan yang

pokoknya men . : gan pe ﬂ antara buruh
dengan bu

batasan ya S maupu yang

tidak tertul bekerja pada

orang lain de

antara dengan
=y .
eten akerjaan bersifat
L=2d

perdata (privat). .N ang uga di perlukan untuk

Hubungan antara pengusaha dan pekerja diikat oleh hukum. Dari
hubungan hukum vyang terjalin antara pengusaha dengan pekerja/buruh ini

melahirkan kewajiban dan hak. Hukum telah memastikan supaya pekerja buruh

*> HP. Rajaguguk, Peran Serta Pekerja Dalam Pengelolaan Perusahaan, Yayasan Obor Indonesia
Jakarta, 2002, him 105-106.
** Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 1985, him1.
44 -
Ibid., him 3.
** Imam Soepomo, Hukum Ketenagakerjaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, him 8-9.
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menjalankan kewajibannya sebagai pekerja atau buruh  dan pengusaha

menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pengusaha.

Pengertian istilah_ketenagakerjaan telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1

hal ya F : elama, dan
sesudah masa ya am Undang-
Undang ' Ke erj erupaka a hal y Der aitan dengan

pekerja/bu / enya ‘ g - akni menyangkut

2. Asas Pembangunan Ketenagake

Dalam rangka pembangunan manusia indonesia seutuhnya dan
pembangunan masyarakat indonesia seluruhnya maka perlu dilaksanakan

pembangunan nasional agar terciptanya masyarakat yang sejahtera adil dan

* Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, him 5.
" Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang
Nomor. 13 Tahun 2003, PT. Citra Aditya B akti, Bandung, 2003, him 5-6.
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makmur yang merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945

Tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah:

b. 1d ; ah kesatuan RI
“
ﬂ sama dalam
[ 4 |
‘-;r : ang sesuai dengan
% gan bakat minat
y
c. s @ perikan perlindungan

pembangunan ketenagakerjaan harus di atur sedemikian rupa serta mampu
mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

d.  Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Masyarakat
yang sejahtera, adil dan makmur tidk akan pernah tercapai apabila tenaga

kerja dan keluarganya tidak sejahtera. Maka dari ini dengan mewujudkan

*® Asri Wijayanti, Op.Cit., him 6.
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kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya itu merupakan perwujudan

kesejahteraan masyarakat indonesia. *°

hubungan

. Dikatakan

| permasalahan

Sifat h

a. Hu

difakultatif artinya hukum yang mengatur atau melengkapi. Contoh aturan
ketenagakerjaan yang bersifat mengatur/fakultatif adalah sebagai berikut:
1) Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan, mengenai pembuatan perjanjian kerja bisa dibuat

*9 pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
% Asri Wijayanti, Op.Cit,. him 12.
>! Agusmidah, Op.Cit,. him 9-10.
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tertulis atau lisan. Disebut sebagai pasal yang sifatnya mengatur,
karena tidak diwajibkan atau tidak diharuskan untuk membuat

perjanjian kerja harus secara tertulis, bisa dilakukan secara lisan dan

Sifat pub A aga J Jai dengan ketentuan
ketentuan mema dwigen) Va jika tidak aka akan diberikan

sanksi oleh memaksa yang

2) Adanya syarat-syarat dan masalah perizinan, misalnya:

a) Perizinan yang menyangkut tenaga kerja asing.

b) Perizinan menyangkut pengiriman tenaga kerja Indonesia.

¢) Penangguhan pelaksanaan upah minimum dengan izin dan syarat
tertentu.

d) Masalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau pemutusan
hubungan kerja.

e) Syarat memperkerjakan pekerja anak dan sebagainya.

29
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4. Perjanjian Kerja
a. Pengertian Perjanjian Kerja

Perjanjian yakni persetujuan para pihak yang menimbulkan kewajiban

untuk memberikan

pekerja/buruh

hak dan

Aloysius g o rjanjian kerja m P perjanjian yang
dibuat antara X 1 dir untuk bekerja dan

perundang-undangan yang berlaku.®

>2 Koesparmono Irsan, Armansyah, Hukum Tenaga Kerja Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta,
2016, him 61.

>* Pasal 1601 Huruf a KUHPerdata.

>* pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
**Agusmidah, op.cit., him 45.

>® Agusmidah, op.cit., him 44.
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Berdasarkan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis pihak

sekurang-kurangnya memuat keterangan:

IS

-~ ©® 2 O

Dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan

dalam membuat sebuah perjanjian harus mememperhatikan syarat-syarat sah
perjanjian yaitu:

a. kesepakatan kedua belah pihak

>’ Koesparmono Irsan dan Armansyah, Hukum Tenaga Kerja Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta,
him 72.
>% Agusmidah, op.cit., him 46.
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b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan

d. pekerjaan yang di perjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum,

pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung

jawab pengusaha”.®*

% Asri Wijayanti, op.cit,. him 42.
® pasal 1320 KUHPerdata.
®! pasal 53 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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b. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
pengusaha lebih senang memilih pekerja dengan status kontrak dari pada

pekerja tetap dalam melakukan hubungan kerja. Hubungan kerja berdasarkan
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mengadakan masa [ : Jemi hukum apabila ada masa

percobaan.®

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

Berdasarkan Pasal 59 aya dang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaa bahwa perjanjian kerja waktu tertentu hanya dibuat untuk
pekerjaan yang tertentu pula, yaitu:

a. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak

terlalu lama paling lama 3 tahun

62 Asri Wijayanti, Op.cit,. him 48.
%3 pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
* Maimun, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, him 45.
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b. Pekerjaan yang bersifat musiman, yaitu pekerjaan yang bergantung pada
cuaca atau suatu kondisi tertentu.

c. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya.

maka peng

sebelum pe

kekuatan hukum.
d. adanya keadaan atau kejadian tertantu yang dicantumkan dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaab, atau perjanjian kerja bersama yang dapat

menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. ®

® Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, rajawali Pers, Jakarta, 2015, him 68.
®¢ pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
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c. Outsourcing

Selain itu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

juga mengenal bentuk perjanjian penyerahan pelaksanaan pekerjaan kepada

Undang-Unda enga V3 54 Undang-Undang
Nomor 13
“Perusahaan  d g tkan  se . erjaan  kepada
perusahaan . .

pekerja/bur

Undang Nomor 13 Tahun 2003 enagakerjaan bahwa “Pekerjaan yang
diserahkan kepada perusahaan pemborong antara lain harus memenuhi syarat-
syarat berikut yakni:

a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama.

b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi

®7 candra Suwondo, Outsourcing Implementasi Di Indonesia, Gramedia Jakarta, 2004, him 2.
®® pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
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pekerjaan.

c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan.

d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung. ®

persyaratan sebagaimana o ud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian
kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditanda tangani

oleh kedua belah pihak.

® Maimun, Op.Cit..hIm 147.
7® Asri Wijayanti, Op.Cit,. him 53.

36



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

c. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan

yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa

pekerja/buruh

pekerja/b akan bentuk usaha yang k Jan memiliki izin

dari insta

B. Perlindu

1. Pengertia

w
@D
o
@D
=
~—+

.@‘\‘?A\é\\\

dari perusahaan.

Perlu dilakuka .ﬁ i : enjaga keselamatan dan
kesehatannya dalam menjala ‘ i ya menyadari akan pentingnya
pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Demikian pula perlu
diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang dihadapinya dalam
pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam

menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Program-program itu merupakan

"t Agusmidah, Op.Cit,. him 56.
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program perlindungan pekerja yang dalam praktik sehari-hari berguna untuk

mempertahankan produktivitas dan kesetabilan perusahaan.

Perlindungan um tenaga kerja adalah perlindungan yang diberikan

Tujuan maksud untuk

menjamin esempatan serta

perlakuan mewujudkan

Ketenagakerjaan menyebutkan “Setiap pekerja/buruh memperoleh perlindungan
atas moral dan kesusilaan dan perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat
manusia serta nilai-nilai agama” dengan demikian perlindungan pekerja ini

mencakup:

72 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar,. Yokyakarta: Liberty, 1999.
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a. Norma keselamatan kerja yaitu yang meliputi keselamatan kerja yang
betalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja, bahan dan proses

pegerjaannya, keadaan tempat kerja keadaan tempat kerja dan lingkungan

Kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan dan/atau menderita
penyakit kuman akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan

rehabilitasi atas pekerjaan.”

7 Kartasapoetra, G. dan Rience Indraningsih, Pokok-Pokok Hukum Perburuhan, Armico,
Bandung, 1992, him 43-44.
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Maka dari itu dapat kita ketahui bahwa kedudukan pengusaha dan pekerja
saling melengkapi dalam mencapai tujuan bersama. Apabila pekerja nyaman dan

aman dalam bekerja maka produktivitas pekerja akan maksimal.

C. Tinjauan
1. Peng

tan kerja di
artikan sef g gah terjadinya
kecelakaan ﬁp’ esehatan kerja

ketenagakerjaa esels ase : alah satu aspek
perlindunga

keselamatan

Unsur yang ada dalam kesehatan dan keselamatan kerja tidak hanya pada

faktor fisik, tapi juga mental, emosional dan psikologi.

Mengenai keselamatan dan kesehatan kerja ini telah diatur didalam Pasal

86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang

" Lalu Husni, Op,Cit, him 134.
7> Cecep Dani Sucipto, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Gosyen Publishing Yogyakarta,, 2014,
him 1.
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menyebutkan bahwa “Setiap pekerja/buruh berhak mendapat perlindungan atas
keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai
dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.”® Dapat kita ketahui
maksud dari pasalini-yakni untuk memberikanjaminan perlindungan tenaga kerja
dalam memperoleh rasa aman dalam melakukan pekerjaan guna menwujudkan

produktivitas kerja yang optimal:

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang keselamatan
kerja menyebutkan syarat-syarat keselamatan kerja sebagai berikut:

Mencegah dan mengurangi kecelakaan.

Mencegah, mengurangi dan memeadamkan kebakaran.

Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.

Memberi keempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran

atau kejadian kejadian lain yang berbahaya.

Memberi pertolongan pada kecelakaan.

Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja.

g. Mencegah atau mengendalikantimbul atat' menyebar luasnya suhu,
kelembapan, debu, kotoran, asap, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan
angin, cucaca, sinar, radiasi, suara dan getaran.

h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik

maupun fisik, peracunan, infeksi dan penularan.

Memperoleh penerangan yang cukup dan-sesuai.

Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik.

Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup.

Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.

m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara,
dan proses kerjanya.

n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman
atau barang.

0. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.

p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan
penyimpanan barang.

g. Mencegah terkena aliran lisrik yang berbahaya.

o0 o

- X -

7% pasal 86 a yat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
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r.  Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamananpada pekerjaan yang
bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi”.””

Awal timbulnya aturan mengenai kesehatan kerja adalah karena adanya

kesewenangan majikan adap buruh, sehingga kesehatan buruh baik fisik

Me [ \ al g-Unda ' 3 tahun 1992 tentang

Kesehatan Ke an dari kesehatan esehatan  kerja

diselenggar

Memakai alat-alat perlindu yang diwajibkan.
c. Memenuhi dan menaati semua syarat-syarat keselamatn dan kesehatan
yang diwajibkan.

d. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan

kesehatan yang diwajibkan.

77 pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang keselamatan kerja.
78 pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan kerja.
7 pasal 23 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan Kerja.
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e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat keselamatan
dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan

diragukan olehnya kecuali dalm hal-hal khusus ditentukan lain oleh

faktor umur. Pekerja yang me

r yang jauh lebih tua rentan untuk
mengalami kecelakaan di banding dengan pekerja yang berumur lebih muda
karena lebih gesit. Namun siapa sangka pekerja yang umurnya jauh lebih muda
juga sering mengalami kecelakaan kerja dikarenakan kurangnya perhatian,

kurangnya disiplin, cendrung mengikuti kata hati, ceroboh dan tergesah-gesah.

# pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
*! Ibid,. him 78.
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2) Tingkat Pendidikan

Dalam melaksanakan tugas dan mengahadapi permasalahan seorang

pekerja harus memiliki pola fikir yang logis maka dari itu pendidikan memiliki

pengaruh yang sang

Dengan ini

B ) S

dan kehilan

Pen

bagi pola fi

wRAtEle

“Q 2

formal juga

terhadap pek

perusahaan yang dapat gL; ECE kerja. Dengan tingginya

pengalaman pekerja maka semakin rendah pula angka kecelakaan kerja bagi

pekerja.

Biasanya tenaga kerja baru belum mengetahui secara mendalam mengenai
seluk beluk perusahaanya. Penelitian dengan studi restropektif di hongkong

dengan jumlah 383 kasus membuktikan bahwa kecelakaaan kerja akibat kerja

8 1bid,. him 79.
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karena mesin, terutama terjadi pada buruh yang mempunyai pengalaman kerja

dibawah 1 tahun.

b. Faktor Pekerjaan

mendapatkan hasil produksi yang maksimal dan mengurangi terjadinya akibat

kecelakan kerja bagi pekerja.
b) kebisingan ditempat kerja dapat berpengaruh terhadap pekerja karena
kebisingan dapat menganggu pekerja berkomunikasi, dapat menimbulkan

gangguan perasaan, hal ini dapat menimbulkan kecelakan kerja bagi pekerja,

# Cecep Dani Sucipto, loc.cit.
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disamping itu kebisingan juga menyebabkan hilangnya pendengaran secara
sementara atau menetap. Nilai ambaang batas kebisingan adalah 85 dBa untuk 8

jam kerja sehari atau 40 jam kerja dalam seminggu.

suatu proc suatu pre rod : limbah dari suatu

produksi. ®

3) Fak

Bah:e Si Kar karena Ja, jasad renik,
maupun da acam penyakit
dapat timb a maupun gigitan

binatang berbisa.be enyaki isa.menyek ematian. %

menentukan langka 1 kerja. Akar kecelakaan kerja
terbagi menjadi 2:

a. Immediate cause
Kelompok ini terdiri dari 2 faktor, yakni:

1) Pekerjaan yang tidak aman (Unsafe Acts) contohnya menggunakan alat
pengaman yang tidak sesuai dan tidak berfungsi, melakukan gerakan yang

berbahaya, penggunaan peralatan yang tidak aman,.

8 1bid., him 80.
% 1bid,. him 81.
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2) Lingkungan yang tidak aman (Unsafe Condition) contohnya, pakaian yang
tidak sesuai untuk suatu jenis pekerjaan, perlengkapat safety yang tidak

ada, lingkungan kerja yang kotor dan berantakan, faktor fisik dan kimia di

furan, instruksi

tidak ada,

o
>
Z.
=3
=,
o
o
S
' )
QD

\ LI N
Biaya ambulance kerume aya berobat, biaya pemakaman bila
sampai si korban kehilangan nyawa, mencari tenaga kerja yang baru dan memberi

pelatihan kembali.

2) Kerugian bagi korban

Jika korban mengalami kecelakaan dan mengakibatkan sebagian tubuhnya

tidak berfungsi secara optimal atau pekerja sampai kehilangan nyawa.

% 1bid,. him 78.
8 bid,. him 77.
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3) Kerugian bagi masyarakat dan negara

Dengan terjadinya kecelakaan maka biaya yang dikeluarkan perusahaan

akan dibebankan ke biaya produksi sehingga berpengauh terhadap harga pasar. %

3) Memenuhi dan mentaati pe an keselamatan dan kesehatan kerja

yang berlaku ditempat atau diperusahaan yang bersangkutan.

® 1bid,. him 86.
# Lalu Husni, Op.Cit., him 133.
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Hak-hak tenaga kerja adalah:
1) Meminta kepada pemimpin atau pengurus perusahaan tersebut agar

dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan Kkerja yang

812.400 lembar saham (59,879

Perusahaan Pipa Transasia Pvt. Ltd (“Transasia™)
542.746 lembar saham (40.00%)

Yayasan Kesejahteraaan Pegawai dan Pensiun Gas Negara (“YKPP PGN”
1.718 lembar saham (0,13%)

% Cecep Dani Sucipto, Op.Cit., him 5-6.
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Dasar Hukum Pendirian:

Izin Usaha Tetap No. 951/T/PERTAMBANGAN/2005 tanggal 28 oktober

2005 Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor

“Transporter of ( ransportasi Gas
Indonesia erasi DI GF (didarat maupun

lepas pantai),

hingga tahun tahun 2023 menghadapi masa mendatang, PT. Transportasi Gas
Indonesia siap untuk meningkatkan kinerjanya dan mengoperasi kemungkinan

untuk memenuhi permintaan energi terutama terhadap konsumsi domestik.

PT. Transportasi Gas Indonesia didukung oleh pemegang saham: PT.
Transportasi Gas Negara tbk (59,87%), Perusahaan Pipa Transasia Pvt. Ltd

(40%), Yayasan Kesejahteraaan Pegawai dan Pensiun Gas Negara (0,13%).
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3. Struktur Organisasi Perusahaan

Manager

Pipeline Superviso

Facitities Supervisor
Facilities Tehnician
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4. Visi Dan Misi PT. Transportasi Gas Indonesia (TGI)
Visi Transportasi Gas Indonesia (TGI) adalah menjadikan TGI sebagai

pengangkut gas pilihan, melayani pelanggan di pasar domestik sumatera dan

Transgasindo
energy connect synergy
Logo Transgasindo terbagi atas :

Lidah api gas yang berwarna biru yang membentuk huruf T,G dan | atau TGI

(kependekan dari Transportasi Gas Indonesia ) memiliki arti dinamis, inovatif

serta kemurnian inti api yang tidak pernah padam.
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Lingkaran Hijau, dapat diartikan sebagai bola dunia yang linkungannya tetap
terjaga dan merupakan wujud kepedulian serta bertekad melestarikan lingkungan

yang bersih dengan menyalurkan energi yang ramah lingkungan dengan sistem

panjangnya le
terpusat pa
sampai D

pengoperasi

u
;
1 d

1

%
’
%
¢

dengan komitmen untuk mencapai zero down-time.

7. Manajemen TGI
Manajemen TGI adalah kumpulan orang-orang yang berpendidikan tinggi
serta memiliki keahlian masing-masing dalam industri minyak dan gas. Direkrut

dari berbagai perusahaan berskala internasional dan dipilih untuk berkomitmen
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memajukan TGI menjadi perusahaan yang handal dengan bisnis yang aman dan

bijaksana.

bagi semua

menyediakan
uk mencapai

sankan secara wajar .

keadaan gawat yang

h. Peningkatan berkelanjuta S terus menerus meningkatkan sistem
manajemen untuk mencapai kinerja HSE secara keseluruhan.

i. Mengkaji ulang sistem manajemen K3L dan pelaksanaanya yang
dilakukan oleh direksi untuk memastikan tingkat keefektifitasnya.

J. Meninjau ulang dan merevisi kebijakan K3L secara berkala bilamana

diperlukan.
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BAB I11

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

pengusaha. dibu L engur. aan apabila timbul
kecelakaan da : mudi - emua perusahaan

praktekkannya

kewaspadaan terhadap bahaya ya Ul akibat adanya pemakaian alat-alat
yang canggih serta di perlukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan

dan ketangkasan dalam penggunaan alat-alat yang modern, dengan demikian

1 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, him 170.
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kerugian yang ditimbulkan oleh resiko kecelakan kerja itu dapat cegah dan
dikendalikan.*

Dalam upaya menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja outsourcing PT.

1. Pelg Q 1 Keselamata Qutsourcing

ini tercantum
dalam Pasal 8€ i ' 13 Ta 2003 tentang
i keselamatan

al.

=]
[0)
Py
1)
=
Y
[<H)
—t
Y]
s <
= -

Pasal 2 ayat 1

a “Keselamatan

tawna

bahaya fisik yang meliputi kebisingan, getaran, suhu, pencahayaan, radiasi,

biologi dan kimia. * Berikut masing-masing penjelasannya:

%2 Cecep Dani Sucipto, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2014,
him 75.

% Koesparmono Irsan, Hukum Tenaga Kerja Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta, him 181.

% Cecep Dani Sucipto, op.cit,.hlm 15.
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1. Kebisingan sangat memengaruhi kesehatan yakni bisa mengakibatkan
gangguan pada indra pendengaran bahkan bisa mengakibatkan ketulian.

Bising merupakan campuran dari berbagai suara yang sangat menganggu dan

merugikan. pu ntrasi bekerja yang

““En“‘ .Qﬁ menurunkan

b. Gangguan Psikologis
Gangguan ini seperti rasa tidak nyaman, merasa kurang konsentrasi,
emosional. Bisa berasa dalam kebisingan ini dalam waktu yang lama
akan menyebabkan penyakit psikomatik berupa gastritis, jantung,

stress, kelelahan dan lain-lain.

% 1bid,. him 16.
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c. Gangguan Keseimbangan
Gangguan ini menyebabkan tubuh terkesan tengah berjalan di ruang

angkasa atau melayang yang dapat menyebabkan gangguan fisiologis

tuli dan ini

juga dapat

g punggung.®’

rekuensi yang

. 13 .15Hz: Tengoro engalami resonasi.

e. <20 Hz: Tonus otot akan meningkat, akibat kontraksi statis ini otot

menjadi lemah, rasa tidak enak dan kurang ada perhatian.
3. Bahaya dari lingkungan kerja yang terlalu panas akan menimbulkan kelelahan
yang cepat bagi pekerja karena kehilangan cairan dan garam, apabila

lingkungan panas maka akan menyebabkan suhu tubuh meningkat, apabila

% 1bid,. him 20.
7 1bid,. him 27-28.
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suhu tubuh meningkat sangat tinggi maka akan menyebabkan pingsan bahkan
kematian. Keadaan yang terlalu dingin juga akan menyebabkan karyawan
sakit sehingga akan menurunkan daya tahan tubuhnya.*®

4. Pencahayaan_sangat penting. untuk efesiensi kerja. ‘Apabila pencahayaan
kurang memadai atau menyilaukan maka akan menyebabkan mata terasa
kabur dan berbahaya apabilabekerja: dengan mengoperasikan mesin-mesin
yang berbahaya sehingga dapat menyebabkan kecelakaan kerja.*

5. Radiasi adalah pancaran energi melalui suatu materi atau ruang dala m bentuk
panas partikel atau gelombang elektromagnetik/cahaya (foton) dan sumber
radiasi. Ada beberapa sumber radiasi disekitar kita yakni televisi, komputer,
alat pemanas makanan, lampu penerangan dan lain-lain.'®

Didalam tubuh manusia terdiri dari sel genetik dan sel somatik. Yang
dikatakan sel genetik adalah sel telur pada perempuan dan sel sperma pada
pria. Sedangkan yang dimaksud sel somatik adalah sel-sel lainnya yang ada di
dalam tubuh. Dari jenis sel tersebut maka efek radiasi dapat dibedakan
menjadi efek genetic dan efek somatik. Efek: genetik merupakan efek
pewarisan yang nantinya anak dirasakan oleh keturunan dari orang yang
terkena sinar paparan radiasi. Sedangkan efek somatik adalah radiasi yang
dirasakan langsung oleh orang yang terkena sinar radiasi..

Waktu yang dibutuhkan untuk melihat efek somatik sangat bervariasi
sehingga dapat dibedakan atas efek segera dan efek tertunda. Efek segera

adalah kerusakan yang secara klinik sudah dapat teramati pada individu dalam

% Ibid,. him 17.
% |bid,. him 23.
190 1hid,. him 28.
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waktu singkat setelah individu tersebut terpapar radiasi, seperti rambut rontok,

memerahnya kulit, luka bakar dan penurunan jumlah sel darah.'®*

Sedangkan efek tertunda merupakan radiasi yang timbul setelah waktu yang

berdarah dan bahka

c. Parasit. Beberapa macam parasit yakni protozoa atau cacing banyak
ditemukan di tempat Kkerja seperti malaria pada tenaga kerja yang berjaga
dimalam hari, malaria ini disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles. **2

7. Bahaya bahan kimia, bahaya ini dihasilkan selama prosuksi. Bahan ini

tersebar di lingkungan kerja karna cara kerja yang salah, karna peralatan yang

198 | bid,. him 29..
192 1hid,. him 40.
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mengalami kerusakan atau bocor. Bahaya dari bahan kimia ini dapat
mengakibatkan kontak langsung dengan tubuh yang menimbulkan iritasi pada

kulit, mulkus dan kanker. Dan bahaya bahan kimia ini dapat juga masuk ke

peredaran d ncernaan dan melalui
kuli

erugian bagi

pekerja di atas arus diselenggara untuk Ja.keselamatan dan

kesehatan peke g bekerja : 0 esiko kecelakaan
yang tinggi

manker Nomor

PER.08/ME dengan Alat

Pelindung D ). meruj pera A an tenaga kerja

untuk melind ungkinan adanya

kewajiban bagi perusahaan yang diberikan secara cuma-cuma yang syaratnya
harus sesuai dengan (SNI) mengingat bahwa alat pelindung diri ini sangat

berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja untuk mengindari

1% Ipid,. him 46.
104 peraturan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

PER.08/MEN/V11/2010 tentang Alat Keselamatan Kerja Pasal 1.
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kecelakaan kerja, maka dari itu alat pelindung diri wajib untuk di pastikan ada
disetiap perusahaan yang memiliki resiko kecelakaan.'®

Penulis lebih lanjut menanyakan kepada pihak pekerja melalui kuesiner

Transpor

No K l@}':' ; SPO "~ Persentase

1 ‘Y’ 3 : & 100%
2 0%
100%
Sumber: D
awaban pekerja
tentang alat p n, ini dibuktikan
dengan hasil ja orang (100%).
Lutfi selaku Pengurus
HSE PT. Transportasi Ga elah memenuhi kewajibannya

dengan melengkapi peralatan perlindungan diri sesuai dengan kebutuhan yang di
perlukan tenaga kerjanya. Pada PT. Transportasi Gas Indonesia pengadaan

fasilitas perlindungan diri yang tersedia antara lain: '

1% Wawancara dengan Bapak Sutikno selaku Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,

tangga 29 Juli 2019 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu.
1% wawancara dengan Bapak Bapak Lutfi Amriza selaku Pengurus Kesehatan dan Keselamatan
Kerja PT. TGl RO2, tanggal 20 Mei 2019 di Kantor PT. TGI RO2 Indragiri Hulu.
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1. Helm Keselamatan yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan,

pukulan, atau dari benda jatuh. Helm ini bisa melindungi kepala dari

radiasi panas, percikan bahan kimia, ataupun suhu yang ektrim.

unntuk menghalangi pancaran cahaya yang langsung ke mata.

6. Sarung Tangan yang berfungsi melindungi jari tangan dari bahaya suhu
panas, suhu dingin, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan, tergores
benda tajam ataupun infeksi dari zat patogen seperti virus ataupun bakteri.
Mengenai pengadaan fasilitas perlindungan diri dari PT. Transportasi Gas

Indonesia telah sesuai dengan aturan yang di tetapkan dalam Pasal 3 Peraturan
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Mentri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
PER.O8/MEN/VI11/2010 Tentang Alat Pelindung Diri yang menyebutkan Alat

Pelindung Diri (APD) meliputi:*®’

sebagaima

Tahun 19
Dala encegahan  kecelaks erlu memperhatikan

peralatan mé isi baik untuk

e Rt

digunakan. ’i t mempengaruhi
terjadinya kece ." dalah perusahaan
yang benar benar QG a pekerjanya dengan
memperhatikan kelayak akan pekerjanya. Untuk itu

berdasarkan hasil kuesioner penu ekerja tentang peralatan kerja dalam
kondisi baik dan layak pakai oleh PT. Transportasi Gas Indonesia (TGI) dilihat

pada tabel 111.2 sebagai berikut ini:

'%7 Peraturan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
PER.08/MEN/V11/2010 tentang Alat Keselamatan Kerja Pasal 3.
1% Cecep Dani Sucipto, Op.Cit,.hIm 81.
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Tabel 111.2
Jawaban Pekerja Tentang Peralatan Kerja Dalam Kondisi Baik Dan Layak

Pakai Oleh PT. Trasnportasi Gas Indonesia

No Kuisione Jawaban Respo Persentase
1 100%
2 0
100%
Sumber:
nurut pekerja,
peralatan kerjz anspot ; 3 lisi baik dan layak
pakai. Hal menjawab Ya
sebanyak 12
ak Lutfi
selaku peng bahwa  sebelum
melakukan p emeriksa alat-alat
kerja yang aka
ana tujuannya tersebut
adalah:

1. Secara periodik mengelola
menyebabkan kecelakaan.

2. Mengoperasikan semua fasilitas, jaringan pipa dan kompresor serta
menjaga tetap dalam kondisi aman dan selamat.

3. Mengendalikan bahaya yang dapat berdampak merugikan lingkungan.

4. Melakukan sosialisasi tentang kesadaran kesehatan dan keselamatan.

5. Keselamatan adalah prioritas utama untuk mencapai “kecelakaan nihil”.

pengendalian terhadap kegagalan yang

1% wawancara dengan Bapak Bapak Lutfi Amriza selaku Pengurus Kesehatan dan Keselamatan

Kerja PT. TGl RO2, tanggal 20 Mei 2019 di Kantor PT. TGI RO2 Indragiri Hulu.
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Seiring dengan banyaknya faktor bahaya yang ditemui di tempat Kkerja
yang kadang kala pengunjung tidak menyadari akan adanya faktor bahaya

tersebut, maka pemasangan tanda-tanda atau rambu di tempat kerja juga sangat

iy disay yejepe il udwnyo(]
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Persentase
1 100%
2 Tidak Ada 0%
Jumlah 12 100%

Sumber: Data Olahan Juli 2019
Berdasarkan tabel diatas, dapat penulis simpulkan bahwa jawaban pekerja

mengenai semua bagian dari peralatan yang berbahaya telah diberi suatu tanda-

110

Cecep Dani Sucipto, Op.Cit,.him 90.
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tanda oleh perusahaan, hal ini dibuktikan dengan hasil jawaban dari pekerja yang

menjawab Ada sebanyak 12 orang (100%).

Berdasarkan informasi yang penulis terima dari Dinas Tenaga Kerja

kecelakaan.

Lebih lanjut penulis menanyakan kepada pekerja melalui kuesioner yang
disebarkan di lapangan tentang petunjuk kerja yang dapat memudahkan pekerjaan
oleh PT. Transportasi Gas Indonesia (TGI). Dari hasil kuesioner penulis dengan

pekerja dilihat pada table 111.4 berikut ini:

! Wawancara dengan Bapak Sutikno selaku Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,

tangga 29 Juli 2019 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu.
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Tabel 111.4
Jawaban Pekerja Petunjuk Kerja Yang Dapat Memudahkan Pekerjaan Oleh

ansportasi Gas Indonesi

N — |
No K e RESponade Persentase

83,33

16,67

100%

perusahaan, memperjelas tugas, v tanggung jawab dari pekerja agar
terhindar dari kecelakaan atau kesalahan, memperlancar pekerjaan dan tentunya
dapat mempermudah pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya.*?

Selain itu dalam upaya melindungi pekerja perusahaan juga harus

memberikan pelatihan kepada pekerja agar memiliki pengetahuan dan

keterampilan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka hadapi. Dengan

"2 wawancara dengan Bapak Bapak Lutfi Amriza selaku Pengurus Kesehatan dan Keselamatan

Kerja PT. TGl RO2, tanggal 20 Mei 2019 di Kantor PT. TGl RO2 Indragiri Hulu.
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adanya pelatihan maka pekerja dapat mengetahui seluk beluk pekerjaan dan
melaksanakan pekerjaannya dengan aman.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan

ndonesia mengatakan

.Q@.

2kerjaan  oleh
PT.Transpo pekerja dilihat

pada Tabel

Jawaban Pe in Aman Dalam
ndonesia
No Persentase
1 100%
2 0
100%

Sumber: Data Olahan Juli 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat penulis jelaskan bahwa menurut pekerja,
PT. Transpotasi Gas Indonesia telah memberikan pelatihan untuk bertindak
dengan aman dalam melakukan pekerjaan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban

pekerja yang menjawab Ya sebanyak 12 Orang (100%).

' wawancara dengan Bapak Bapak Lutfi Amriza selaku Pengurus Kesehatan dan Keselamatan

Kerja PT. TGl RO2, tanggal 20 Mei 2019 di Kantor PT. TGl RO2 Indragiri Hulu.
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Dari keterangan yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan bapak
Lutfi Selaku Pengurus HSE PT. Transportasi Gas Indonesia untuk tenaga kerja

baru perusahaan telah memberikan pengetahuan dan pelatihan mengenai

cendrung :

Lebih la : elé _ﬁf’ diberikan yaitu
mengenali di di tempat
kerjanya, ke . menggunakan

peralatan kerja

diharuskan ditempat kerja.
3. Menunjukkan alat-alat perlindungan diri bagi yang bersangkutan.

4. Cara-cara dan sikap kerja yang aman dalam melakukan pekerjaan.

% wawancara dengan Bapak Bapak Lutfi Amriza selaku Pengurus Kesehatan dan Keselamatan

Kerja PT. TGl RO2, tanggal 20 Mei 2019 di Kantor PT. TGI RO2 Indragiri Hulu.
"> wawancara dengan Bapak Bapak Lutfi Amriza selaku Pengurus Kesehatan dan Keselamatan
Kerja PT. TGl RO2, tanggal 20 Mei 2019 di Kantor PT. TGl RO2 Indragiri Hulu.
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Tidak hanya dengan memberikan pelatihan, agar produktivitas perusahaan
terpenuhi dan keselamatan kerja terjamin maka penempatan pekerja juga perlu

untuk di perhatikan. Penempatan pekerja yang tidak sesuai dengan kemampuan

diarahkan

fﬂ keterampilan,
bakat, minz

dan perlind

kemampua

o
may
s
ekerja me eSIC 3 er : erja sesuai dengan
pekKer) [ ‘ g
i - ! @
g

berikut ini.

No Persentase
1 100%
2 Tidak 0 0
Jumlah 12 100%

Sumber: Data Olahan Juli 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat penulis jelaskan bahwa menurut pekerja,
PT. Transpotasi Gas Indonesia telah menempatkan pekerjanya sesuai dengan
kemampuan pekerja masing-masing. Hal ini dibuktikan dengan hasil jawaban dari

pekerja yang menjawab Ya sebanyak 12 orang (100%).

71




Berdasarkan informasi yang penulis terima dari Dinas Tenaga Kerja
Indragiri Hulu yang diwakilkan oleh Bapak Sutikno selaku Kepala Seksi
Pengupahan dan Jaminan Sosial bahwa penempatan pekerja dalam suatu posisi
tertentu sangat mempengaruhi;.karna apabila-pekerja ditempatkan pada posisi
yang mana pekerjanya sendiri tidak tahu harus melakukan pekerjaan itu seperti
apa baiknya, maka pekerja dapat:mengalami stres. Sehingga apabila di paksakan
untuk terus bekerja maka hasilnya tidak akan bagus untuk pekerja maupun
perusahaan.*'®

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Lutfi selaku
HSE PT. Transportasi Gas Indonesia perusahaan melakukan penyegaran SDM
dengan menempatkan ulang pekerja sesuai dengan kompetensi kemampuan dan
pengalaman operasional. Pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan ini di
lakukan untuk: memastikan-pekerja memiliki .keahlian dan" pengalaman yang

cukup untuk melaksanakan tugas yang dibutuhkan perusahaan.**’

Berdasarkan informasi dari dokumen yang penulis peroleh bahwa PT. TGI
memiliki Tujuan Strategis HSE dimana tujuannyatersebut adalah:

1. Secara periodik mengelola pengendalian terhadap kegagalan yang
menyebabkan kecelakaan.

2. Mengoperasikan semua fasilitas, jaringan pipa dan kompresor serta

menjaga tetap dalam kondisi aman dan selamat.

Mengendalikan bahaya yang dapat berdampak merugikan lingkungan.

Melakukan sosialisasi tentang kesadaran kesehatan dan keselamatan.

Keselamatan adalah prioritas utama untuk mencapai “kecelakaan nihil”.

gk w

118 \Wawancara dengan Bapak Sutikno selaku Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,

tangga 29 Juli 2019 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu.
7 Wawancara dengan Bapak Bapak Lutfi Amriza selaku Pengurus Kesehatan dan Keselamatan
Kerja PT. TGl RO2, tanggal 20 Mei 2019 di Kantor PT. TGI RO2 Indragiri Hulu
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Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari bapak Lutfi selaku
pengurus HSE PT. Transportasi Gas Indonesia apabila terjadi kecelakaan kerja

PT. TGI memberikan pertolongan dan perawatan sementara yang dilakukan pada

k pertolongan
pertama aps S dengan pekerja

dilihat pada

Jawaban F Jntuk Pertolongan
No Persentase
1 100%
2 0
100%

Sumber: Data Olahan Juli 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat penulis jelaskan bahwa PT. Transpotasi
Gas Indonesia telah menyediakan obat-obatan untuk pertolongan pertama apabila
terjadi kecelakaan. Hal ini dibuktikan dengan hasil jawaban dari pekerja yang

menjawab Ada sebanyak 12 orang (100%).

"8 wawancara dengan Bapak Bapak Lutfi Amriza selaku Pengurus Kesehatan dan Keselamatan

Kerja PT. TGl RO2, tanggal 20 Mei 2019 di Kantor PT. TGl RO2 Indragiri Hulu.
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Fasilitas P3K yang disediakan hendaknya sesuai dengan jenis kecelakaan
yang biasa terjadi di lingkungan kerja agar dapat menolong korban yang

mengalami kecelakaan menjadi lebih baik. Agar cepat dalam menolong korban

perlu rasanya untuk me

pemeriksaaan baik pemeriksaan untuk lingkungan kerja ataupun keadaan fisik
maupun psikologi dari pekerja. Seuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 8

ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Keselamatan Kerja yang

119

Cecep Dani Sucipto, Op.Cit,. him 90.

120 peraturan Mentri Nomor PER.15/MEN/V11/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan Tempat Kerja Pasal 8 ayat 1.
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menyatakan “Pengurus wajib memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di

bawah pimpinanya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan.penulis dengan bapak Lutfi

selaku Peng |S si Ga - iengatakan bahwa

%

pemerik
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2
QD
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seperti pe

Peme

pekerjaan
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(@]
@
D
»
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D
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e

wRha e
%

Pemeriksaa
(sebelum be

yang bersif

Penul

‘,‘ﬁ\“‘%\‘

disebarkan di

2! wawancara dengan Bapak Bapak Lutfi Amriza selaku Pengurus Kesehatan dan Keselamatan

Kerja PT. TGl RO2, tanggal 20 Mei 2019 di Kantor PT. TGI RO2 Indragiri Hulu.
22 wawancara dengan Bapak Bapak Lutfi Amriza selaku Pengurus Kesehatan dan Keselamatan
Kerja PT. TGl RO2, tanggal 20 Mei 2019 di Kantor PT. TGl RO2 Indragiri Hulu.
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Tabel 111.8
Jawaban Pekerja Tentang Pemeriksaan Kesehatan Secara Berkala Oleh PT.

Transportasi Gas Indonesia (TGI)

No isi Jawaban Respo Persentase
1 100%
2 0
’%‘ 100%
Sumber: o
nurut responden
PT. Transporta ) h an. berkala kepada
pekerja da akerjaan. Hal ini
dibuktikan an hasil j: ‘ ari pek ; g > Ya sebanyak 12
Tenaga Kerja
Indragiri Hu u Kepala Seksi
Pengupahan d kala ini bertujuan untuk
memeriksa penya pat, tepat dan efisien,
selain dari pada itu me aka pengusaha dapat tahu

apakah penempatan posisi pekerje usahaan sudah sesuai dengan kondisi

fisik pekerja tersebut.?

Seperti yang kita ketahui keselamatan kerja merupakan salah satu hak dari

pekerja/buruh. Hak itu timbul akibat adanya peristiwa hukum.'** Hak pekerja

123 Wawancara dengan Bapak Sutikno selaku Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
tangga 29 Juli 2019 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu.
24 Lalu Husni, op,cit,. him 68.
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merupakan kewajiban pengusaha dan kewajiban dan hak pengusaha merupakan

kewajiban pekerja.

Pekerja dalam suatu perusahaan memiliki peran yang sangat penting maka

2. Kewajiban pekerja yang dialihdayakan oleh PT. Artha Kreasi Utama
(AKU) ke PT. Trasnportasi Gas Indonesia (TGI), meliputi:

a. Tenaga kerja wajib bekerja secara professional dan penuh tanggumg

jawab sanggup melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-

baiknya oleh PT. TGI dan PT. AKU.
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b. Tenaga kerja wajib mengikuti standar dan prosedur yang telah
ditentukan PT. TGI sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.

c. Pekerja bersedia memberikan waktu, fikiran dan tenagakepada PT.

i
g

¢
v

mengakibatkan kecelakaan Kkerja.

Dalam usaha untuk melindungi kesehatan dan keselamatan kerja selain
dari pada memberikan alat perlindung diri dan pemeriksaan berkala maka
perusahaan juga harus memperhatikan waktu kerja. Salah satu kewajiban pekerja
ialah dengan bekerja sesuai dengan waktu kerja yang di tetapkan perusahaan.

Dengan memperhatikan waktu kerja maka dapat menghindari kelelahan.
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Kelelahan adalah salah satu permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja yang
dapat menjadi faktor terjadinya kecelakaan pada saat bekerja. Kelelahan dapat

disebabkan oleh beberapa faktor yakni salah satunya faktor istirahat dan waktu

yang memiliki_r [ uk mempert: ya. Ketentuan
waktu kerja : lam P at 2 L ﬂgj ndang Nomor

13 Tahun

Ketenagakerjaan mengatakan bahwa pengusaha juga wajib memberikan waktu
istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh:

e. Istirahat antara jam Kkerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah

bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut

tidak termasuk jam kerja

12> \Wawancara dengan Bapak Sutikno selaku Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
tangga 29 Juli 2019 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu.
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f. Istirahat mingguan atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1
(satu) minggu

g. Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja

ja atau buruh

2 (dua) tahun

masa kerja 6

jam dan waktu kerja 8 jam 1 hari.

Dalam memperoleh keterangan lebih lanjut penulis menanyakan kepada
pekerja melalui kuesiner yang disebarkan di lapangan tentang waktu kerja yang
ditetapkan oleh PT. Transportasi Gas Indonesia (TGI). Dari hasil kuesioner

penulis dengan pekerja dilihat pada table 111.9 berikut ini

126 wawancara dengan Bapak Bapak Lutfi Amriza selaku Pengurus Kesehatan dan Keselamatan

Kerja PT. TGl RO2, tanggal 20 Mei 2019 di Kantor PT. TGl RO2 Indragiri Hulu.
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Tabel 111.9
Jawaban Pekerja Tentang Waktu Kerja Yang Ditetapkan Oleh PT.

Transportasi Gas Indonesia (TGI)

No Kuisione Jawaban Respaonden Persentase
1 100%
2 0%
100%
Sumber:
aban pekerja
tentang w. dengan aturan
yang ditet asil jawaban dari
pekerja yan(

Pengurus HSE
menurutnya 8 di peras tenaga
nya secara ter A bosan dan jenuh
sehingga sang ngga berpengaruh

kerja lebih dari waktu kerja yang apkan demi memberikan waktu yang
cukup bagi pekerja untuk beristirahat dan mengembalikan kebugarannya.'?®

Namun, apabila mendesak dan harus di selesaikan dalam Pasal 78 ayat 1 dan 2
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20003 Tentang Ketenagakerjaan maka

“Pengusaha harus memenuhi syarat yaitu:

127 wawancara dengan Bapak Bapak Lutfi Amriza selaku Pengurus Kesehatan dan Keselamatan

Kerja PT. TGl RO2, tanggal 20 Mei 2019 di Kantor PT. TGI RO2 Indragiri Hulu.
128 Zaeni Ashyhadie, Hukum Kerja, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, him 98.
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1. Ada persetujuan pekerja atau buruh yang bersangkutan.

2. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam

satu hari dan empat belas jam dalam satu minggu.

bur harus

a makan dan

emiliki waktu
istirahat un enangk ‘;: ‘- 2rik -L :P_ a terlalu dipaksa
dalam bekerje : 1 G akan memberikan
)u menyebabkan
seseorang tid : berfung al. dan ba dapat menyebabkan

sakit. Oleh karna.itu ) h terhadap kesehatan

1. Tidak adanya dukungan sosial merupakan salah satu faktor penyebab stres
bagi pekerja. Dukungan disini merupakan dukungan yang diterima dari
keluarga, kerabat, kakak, anak, suami, atau istri dan semacamnya. Terlebih
lagi bila tidak mendapat dukungan dari rekan kerja seperti pimpinan

maupun bawahan maka akan sangat memungkinkan bagi pekerja untuk

129 Cecep Dani Sucipto, Op.Cit,. him
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mengalami stres, sehingga tidak nyaman dalam menjalankan pekerjaan
dan tugas yang diberikan.

2. Manajemen yang tidak sehat. Banyaknya pekerja yang stress juga

Jawaban Pe a \ aryawan di Tempat

No Persentase
1 75%
2 Tidak Baik 25%
Jumlah 12 100%

Sumber: Data Olahan Juli 2019

Berdasarkan tabel tersebut, dapat penulis jelaskan bahwa hubungan
komunikasi antara setiap karyawan sudah berjalan cukup baik. Hal ini didasarkan
pada jawaban responden yang menjawab Baik sebanyak 9 orang (75%) dan yang

menjawab Tidak Baik sebanyak 3 orang (25%).
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Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari bapak Lutfi selaku Pengurus
HSE di PT. Transportasi Gas Indonesia kondisi lingkungan sosial perlu untuk
selalu di jaga agar pekerja dapat bekerja dengan nyaman dan betah sehingga
setiap pekerja mampu memberikan hasil yang-baik untuk kemajuan perusahaan.
Bukan hanya lingkungan sosial yang perlu di perhatikan namun juga lingkungan
kerja yang aman dan bersih pun harus di perhatikan. Jika lingkungan bersih maka
pekerja dapat bekerja dengan perasaan senang dan nyaman.'*

Dengan meningkatnya teknnologi diberbagai sektor usaha maka semakin
meningkat pula peran pekerja disana yang mengakibatkan tingginya resiko yang
dapat mengancam kesehatan dan keselamatan pekerja dalam menjalankan
pekerjaannya, -maka sangat penting untuk meningkatkan perlindungan bagi
pekerja yakni dengan melalui program jaminan sosial tenaga kerja.™**

Jaminan sosial tenaga kerja merupakan suatu bentuk perlindungan bagi
pekerja yang harus diberikan oleh pengusaha dan tidak terkecuali bagi pekerja
kontrak.*2

Dengan adanya jamsostek maka perusahaan dapat memiliki tenaga kerja
yang sehat dan dapat berkonsentrasi dalam bekerja sehingga lebih produktif.

Berdasarkan informasi yang penulis terima dari Dinas Tenaga Kerja
Indragiri Hulu yang diwakilkan oleh Bapak Sutikno selaku Kepala Seksi

Pengupahan dan Jaminan Sosial bahwa tujuan dari jamsostek ini adalah sebagai

3% wawancara dengan Bapak Bapak Lutfi Amriza selaku Pengurus Kesehatan dan Keselamatan

Kerja PT. TGI RO2, tanggal 20 Mei 2019 di Kantor PT. TGI RO2 Indragiri Hulu.

131 Koesparmono Irsan, Armansyah, Hukum Tenaga Kerja Suatu Pengantar, Jakarta: Erlangga,
him 202.

132 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, him
140.
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suatu program perlindungan dan juga sarana penjamin bagi tenaga kerja sehingga

apabila dikemudian hari terjadi kecelakaan, sakit, maupun meninggal dunia maka

tenaga kerja tidak terlalu di bebani dengan pembiayaan.**®

Transportasi Gas Indonesia Kepada Pekerja outsourcing

No Kuisioner Jawaban Responden Persentase
1 Ada 0 %
2 Tidak Ada 12 100%
Jumlah 12 100%

Sumber: Data Olahan Juli 2019

133 \Wawancara dengan Bapak Sutikno selaku Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,

tangga 29 Juli 2019 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu.
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Berdasarkan tabel diatas, dapat penulis jelaskan bahwa menurut

responden PT. Transportasi Gas Indonesia tidak memberikan jaminan kesehatan

kepada pekerja outsourcing. Hal ini dibuktikan dengan hasil jawaban dari pekerja

yakni PT.
program
(Jaminan sosia
Unda
ketika terja hunga : , U3 ing an sosial antara

lain:**°

q ‘ grja merupakan resiko yang

memang harus diterima ole
mengatasi hilangnya seluruh atau sebagian penghasilan yang diakibatkan oleh
kecelakaan dan penyakit akibat kerja, maka sangat dibutuhkan adanya jaminan
kecelakaan yang sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha yang besarnya mulai

dari 0,24% - 1,74% dari upah sebulan tergantung pada besar resiko yang

3% wawancara dengan Bapak Bapak Lutfi Amriza selaku Pengurus Kesehatan dan Keselamatan

Kerja PT. TGl RO2, tanggal 20 Mei 2019 di Kantor PT. TGI RO2 Indragiri Hulu.
135 |_alu Husni, Op.Cit,. him 153.
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mengancam tenaga kerja dalam suatu usaha, apabila semakin besar resiko yang

mengancam maka semakin besar jumlah iuran.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan

a) Darat/sungai/danau Rp. 400.000 (empat ratus ribu).
b) Laut Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu).
¢) Udara Rp. 1.500.000 (satu juta limaratus ribu).

2) Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), yakni:
a) 4 bulan pertama 100% Upah.

b) 4 bulan kedua 75% Upah.
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¢) Bulan selanjutnya 50% upah.
3) Santunan Cacat:

a) Cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus

o
b).
e

[
’
’ s
e
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b) Santunan kematian
Jika kecelakaan kerja menimbulkan kematian maka santunan yang
diterima berupa:
- Lumpsum atau sekaligus = 60% x 80 bulan upah

- Santunan berkala selama 2 tahun Rp. 200.000-, per bulan.
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- Biaya pemakaman Rp. 2.000.000-,.

c) Biaya Rehabilitas

Biaya rehabilitas berupa penggantian biaya pembelian alat bantu

Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Jaminan kematian akan dibayar sekaligus
kepada janda atau duda atau anak, yang meliputi:
a) Santunan kematian sebesar Rp. 1000.000.

b) Biaya pemakaman sebesar Rp. 200.000.
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3. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Program jaminan pemeliharaan kesehatan ini merupakan suatu upaya

pencehagan dan penanggulangan gangguan kesehatan manusia yang

membutuhkan pen masuk kehamilan dan

upah tena erja dan bagi tenag elu 3 lah iurannya
sebesar 3%. Jé emeliha : pada tenaga kerja
yang memi
4. Jaminan

Program-Jami ari tua c an pa A3 sudah berusia 55

tahun atau sela ama ayaran program jaminan

tenaga kerja:
a) Sudah berumur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap.
b) PHK setelah sekurang-kurangnya 5 tahun menjadi peserta dengan masa
tunggu 6 bulan.

c) Pergi keluar negri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/ABRI.
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Lebih lanjut penulis menanyakan kepada pekerja tentang pekerja yang

sakit dirujuk ke rumah sakit yang telah ditentukan perusahaan. Dari hasil

kuesioner penulis dengan pekerja dapat dilihat dalam table 111.12 Berikut ini:

memberikan pertolongan pertama dengan menggunakan peralatan P3K yang
tersedia di dalam perusahaan, dan apabila ada yang sakit yang tidak begitu parah
maka pihak perusahaan sudah memiliki daftar klinik dan Rumah Sakit sendiri
yang ditentukan oleh perusahaan dan dibenarkan oleh direktur sesuai dengan
pertauran yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 2 undang-undang mengenai

keselamatan kerja. salah satunya yakni klinik Muezzah yang lokasinya tidak
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terlalu jauh dari tempat kerja dan dibiayai oleh pihak perusahaan. Setelah itu
untuk pemeriksaan selanjutnya yakni dilakukan oleh dokter umum yang mana

sebagian biaya ditanggung oleh BPJS ketenagakerjaan.

B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Perlindungan Kesehatan dan
Keselamatan Kerja Bagi:Pekerja ‘Outsourcing di PT. Transportasi Gas

Indonesia (TGI) Regional Office Il Kabupaten‘indragiri- Hulu.

Perlindungan hukum sebagai salah satu upaya pemberian perlindungan
keselamatan dan kesehatan kerja. Melaksanakan suatu peraturan tidak terlepas
dari faktor penghambat dalam penerapannya, demikian juga dalam pelaksanaan
perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. . Transportasi Gas

Indonesia meskipun telah di atur didalam Undang-Undang.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh beberapa peneliti terdahulu
mengenai faktor penghambat tidak terlaksananya perlindungan kesehatan dan
keselamatan kerja dalam suatu perusahaan dikarenakan kurangnya pengetahuan
pekerja mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Masih banyak pekerja yang
kurang memahami apa itu aturam- mengenai perlindungan kesehatan dan
keselamatan kerja yang seharusnya itu menjadi hak mereka. Pekerja hanya
mengetahui bahwa jaminan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan kerja sudah
dimasukkan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Selain dari pada kurangnya pengetahuan pekerja, kurangnya keterlibatan
tenaga kerja dalam penanggulangan bahaya di tempat kerja merupakan salah satu

faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan kesehatan dan keselamatan
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kerja sehingga penyebaran informasi di bidang pengendalian bahaya masih
terbatas.

Berdasarkan wawanacara yang penulis lakukan dengan bapak Lutfi selaku

Pengurus HSE i Gas kan bahwa faktor
pengha i d atan kerja
ini terja Q@Q%RWQWW?RQO t pelindung
diri.**®

Penu t men n lalui kuesiner
yang diseb p ung diri di tempat
kerja. Dari hasi ione ujis d pe‘E da table 111.13
berikut ini: :-' = SRS S

Jawaban Pekerj ﬁ fm afge\i ri.di Tempat Kerja

No i : Persentase
1 Me n 58,33%
2 Tidak M 41,67%
Jumla 100%

Sumber: Data Olahan Ju

Berdasarkan tabel diatas, dapat penulis jelaskan bahwa mengenai
penggunaan alat pelindung diri oleh pekerja di perusahaan belum sepenuhnya
terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pekerja yang menjawab
Menggunakan sebanyak 6 orang (58,33) dan jawaban yang Tidak Menggunakan

sebanyak 5 orang (41,67%).

3¢ wawancara dengan Bapak Bapak Lutfi Amriza selaku Pengurus Kesehatan dan Keselamatan

Kerja PT. TGl RO2, tanggal 20 Mei 2019 di Kantor PT. TGI RO2 Indragiri Hulu.

93



Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Lutfi selaku
Pengurus HSE PT. Trasnportasi Gas Indonesia bahwa perusahaan telah
memberikan suatu bentuk perlindungan kepada tenaga kerja yang salah satunya
yaitu berupa Alat-Pelindung Diri. (APD) dimana alat pelindung diri ini berfungsi
untuk melindungi pekerja dalam melakukan pekerjaanya. Namun kesadaran dari
pekerjanya sendiri yang masih-belum ‘ada seutuhnya, padahal alat pelindung diri
ini disediakan dan juga merupakan hak pekerja yang harus dipenuhi oleh
perusahaan. Pekerja seolah merasa bahwa dengan bekerja tanpa menggunakan alat
pelindung diri. tidak akan berpengaruh apa apa terhadap kesehatan dan
keselamatan pekerja. Pekerja juga merasa bahwa peralatan yang sering pekerja
gunakan tidak akan begitu membahayakan keselamatan pekerja.*’

Lebih lanjut bapak Lutfi selaku HSE PT. Transportasi Gas Indonesia
mengatakan penghambatnya, _memang karna kelalaian dari pekerja. Karena
perusahaan sudah memiliki Standar Operasional Prosedure (SOP) yang memiliki
pertimbangan dampak dan keamanannya, jadi kalau terjadi sesuatu memang di
karenakan kelalaian dari pekerjanya.*®®

Penulis lebih lanjut'menanyakan kepada pihak pekerja melalui kuesioner
yang di sebarkan di lapangan tentang pengawasan penggunaan alat pelindung diri
oleh PT. Transportasi Gas Indonesia. Dari hasil kuesioner penulis dengan

responden dilihat pada tabel I11. 14 berikut ini:

’\Wawancara dengan Bapak Bapak Lutfi Amriza selaku Pengurus Kesehatan dan Keselamatan

Kerja PT. TGl RO2, tanggal 20 Mei 2019 di Kantor PT. TGI RO2 Indragiri Hulu. .
3% Wawancara dengan Bapak Bapak Lutfi Amriza selaku Pengurus Kesehatan dan Keselamatan
Kerja PT. TGl RO2, tanggal 20 Mei 2019 di Kantor PT. TGI RO2 Indragiri Hulu.

94



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Tabel 111.14

Jawaban Pekerja Tentang Pengawasan Penggunaan Alat Pelindung Diri

No Persentase
1 66,67%
2 33,33%
100%
Sumber:

Berda: e P e wa mengenai
pengawasa i beri _ Isahaa -H : '__ e 1 terlaksana dengan
baik. Hal ini dapat diliha I : \enjawab A : asan sebanyak
8 orang (66 N ja 2 g’ banyak 4 orang
(33,33%).

Undang Nomor 1
Tahun 1970 tent ugas pengurus yaitu
untuk memberikan pekerja dan memastikan

Namun pada kenyataannya berdasarkan wawancara yang penulis lakukan
dengan bapak lutfi selaku pengurus HSE di PT. Transportasi gas Indonesia
perusahaan belum sepenuhnya melakukan pengawasan mengenai penggunaan alat
pelindung diri tersebut. Itu dikarenakan tidak memungkinkan bagi pengawas

untuk memastikan satu persatu pekerjanya menggunakan alat pelindung diri,
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terkadang ada saatnya pengurus lengah dan pekerja tidak menyadari pentingnya
penggunaan alat pelindung diri.**

Lebih lanjut bapak lutfi mengatakan untuk sanksi sendiri sejauh ini masih

menggunakan teg an. da isali : ja timbul keinginanya
untuk pe erha - : < .&&'
masih ada sa ar :

campur tang
instansi-inste

tersebut.

Tahun1948, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai pengawasan

tenaga kerja, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1948 jo. Undang-undang

39 wawancara dengan Bapak Bapak Lutfi Amriza selaku Pengurus Kesehatan dan Keselamatan

Kerja PT. TGl RO2, tanggal 20 Mei 2019 di Kantor PT. TGI RO2 Indragiri Hulu.

% wawancara dengan Bapak Bapak Lutfi Amriza selaku Pengurus Kesehatan dan Keselamatan
Kerja PT. TGl RO2, tanggal 20 Mei 2019 di Kantor PT. TGl RO2 Indragiri Hulu.

141 7aeni Asyhadie, Hukum Kerja, Rajawali Pers, Jakarta, 2008. him 44.

142 Maimun, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm 39.
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Nomor 3 Tahun 1951."° Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951
tentang Pengawasan Perburuhan mengenai wewenang pegawai pengawas

dilingkungan departemen tenaga kerja, yakni:

rumah yang

perumahan

pengurus dan
enagakerjaan.

angan peraturan

143 Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, him 80.
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Tabel 111.15

Jawaban Pekerja Tentang Pengawasan Yang Dilakukan Pengawai Pengawas

Ketenagakerjaan

No iSic Jawaban Re '- Persentase
1 41,7%
2 58,3%

100%
Sumber:

Berdas ) ate : , “bahwa mengenai
pengawasa a C kukan'oleh pega kKetenagakerjaaan
perusahaan be en terlaksans pat dilihat dari
pekerja yang menjawa = yak 3 A1,7%) dan jawaban
yang Tidak /

Undang-undang
Nomor 13 Taht
“Pengawasan kete was ketenagakerjaan
yang mempunyai ko menjamin pelaksanaan

Berdasarkan informasi yang penulis terima dari Dinas Tenaga Kerja Indragiri
Hulu yang diwakilkan oleh Bapak Sutikno selaku Kepala Seksi Pengupahan dan
Jaminan Sosial bahwa penyebab kecelakaan karena belum optimalnya
pengawasan yang dilakukan pegawai pengawas, hal ini diakibatkan karena
kurangnya jumlah pegawai pengawas yang tidak sebanding dengan jumlah

perusahaan, Namun sejak tahun 2017 Dinas Tenaga Kabupaten Indragiri Hulu
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tidak lagi memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap
perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten Indragiri hulu, mengenai

pengawasan ini sudah dilimpahkan keseluruhannya ke Dinas Tenaga Kerja

Provinsi sesuai de 3 nd 0 ndonesia Nomor 23

4 Wawancara dengan Bapak Sutikno selaku Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
tangga 29 Juli 2019 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu.
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BAB IV

PENUTUP

portasi Gas

Kerja Bagi
um terlaksana
engawasan yang
m perusahaan

perlindungan

Kesehatan dan Keselamatan ‘Kerja Bagi Pekerja Outsourcing di PT.
Transportasi Gas Indonesia yaitu karena kurangnya kesadaran pekerja
untuk menggunakan alat pelindung diri, kurangnya pengawasan yang
dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dan tidak adanya
sanksi yang tegas diberikan oleh pihak perusahaan sehingga tidak

memberikan efek jera bagi pekerja.
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B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan. hendaknya lebih meningka

UUUUU

an pengawasan terhadap
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B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

104



	1. COVER SKRIPSI
	2. Surat pernyataan tidak plagiat
	img-Z19112529
	4. Berita Acara Bimbingan Skripsi
	img-Z19112540
	ABSTRAK B. INDONESIA
	ABSTRAK B. INGGRIS
	10. KATA PENGANTAR
	10. DAFTAR ISI
	12. BAB 1 SAMPAI LAMPIRAN

